
70 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku : 

Ali, Chidir. 1979. Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia. 

Jakarta: Pradnya Paramita. 

Anwar, Chairul. 1967. Hukum Adat Minangkabau. Jakarta: PT. Penerbit Segara. 

Anwar, Chairul. 1997. Hukum adat Indonesia Meninjau Hukum Adat 

Minangkabau. Jakarta: Rineka Cipta 

Arba. 2015. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika 

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, 1992, Metodologi Penelitian Filsafat, 

Yogyakarta: Penerbit Kanisius 

Bakker, Anton. 1986. Metode-metode Filsafat, Jakarta: Ghalia Indonesia 

Faisal. 2011. Menerobos positivisme hukum. Yogyakarta: Rangkang Education. 

Haar, Ter. 1994. Asas-asas dan susunan hukum adat. Diterjemahkan oleh Soebakti 

Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita. 

Hardiman, Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif menimbang ‘negara hukum’ dan 

‘ruang publik’ dalam teori diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: 

Kanisius. 

Hardiman, Budi. 2019. Demokrasi Deliberatif Menimbang ‘Negara Hukum’ dan 

‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: 

Kanisius 

Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 

Kaelan, 2005, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Yogyakarta: 

Paradigma 

Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau Ditinjau dari Diskursus Antara
Living
Law Theory dan Positivisme Hukum
MUHAMMAD RAVI, Dr. Sindung Tjahyadi
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



71 

 

 

Kelsen, Hans. 2008. Dasar-dasar Hukum Normatif prinsip-prinsip teoretis untuk 

mewujudkan keadilan dalam hukum dan politik. Diterjemahkan oleh 

Nurulita Yusron. Bandung: Nusa Media 

Nugroho, Bambang Daru, dkk. 2011. Asas-Asas dan Tatanan Hukum Adat. 

Bandung: Mandar Maju. 

Pound, Roscoe. 1989. Pengantar Filsafat Hukum. Diterjemahkan oleh Mohamad 

Radjab. Jakarta: Penerbit Bhratara 

Rahardjo, Satjipto. 1979. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa 

Rasjidi, Lili. 1990. Dasar-dasar Filsafat Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti 

Sholahudin, Umar. 2017. Hukum dan Keadilan Masyarakat perspektif kajian 

sosiologi hukum. Malang: Setara Press 

Soepomo, Raden. 1996. Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita 

Soepomo. 2015. Soepomo pergulatan tafsir negara integralistik: biografi 

intelektual, pemikiran hukum adat, dan konstitusionalisme. Yogyakarta: 

Thafa Media 

Thalib, Sajuti. 1985.  Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di 

Minangkabau. Yogyakarta:  Bina Aksara. 

Thalib, Sajuti. 1985. Hubungan tanah adat dengan hukum agraria di 

Minangkabau. Jakarta: Bina Aksara. 

Utsman, Sabian. 2011. Living law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas 

Hukum Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

 

 

Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau Ditinjau dari Diskursus Antara
Living
Law Theory dan Positivisme Hukum
MUHAMMAD RAVI, Dr. Sindung Tjahyadi
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



72 

 

 

Perundang-undangan : 

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah 

Ulayat Dan Pemanfaatannya 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang 

Pendaftaran Tanah 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

 

Jurnal : 

Balkis Belina Putri. 2018.  Kekuatan Hukum Ranji sebagai Alat Bukti Kepemilikan 

Tanah Suatu Suku di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Sumatera 

Barat, Fakultas Hukum Universitas Andalas. 

Hadi, Syofyan. 2017.  Hukum Positif Dan The Living law (Eksistensi Dan 

Keberlakuannya Dalam Masyarakat), DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 

Nomor 26. diakses pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 13.07 

Ismi, Hayatul. 2012. Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat 

Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. Jurnal 

Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2. Diakses pada tanggal 8 Juni 2019 pukul 

20.38 

Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau Ditinjau dari Diskursus Antara
Living
Law Theory dan Positivisme Hukum
MUHAMMAD RAVI, Dr. Sindung Tjahyadi
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



73 

 

 

Mustaghfirin. 2011. Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum 

Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. 

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011. Diakses pada 

tanggal 13 Agustus 2019 pukul 03.41 

Nuroniyyah, Hafidzotun. 2013. Praktik pembagian harta warisan di Desa Sukosari 

Kabupaten Jember Kajian living law. Undergraduate thesis, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. diakses pada tanggal 14 Agustus 

2019 pukul 03.42 

Purwaningsih, Prihatini. dkk. 2017. Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. YUSTISI Volume 4 Nomor 1 

Maret 2017. Diakses pada tanggal 21 September 2019 pukul 06.09 

Putra, Marsudi Dedi. -. Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap 

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. LIKHITAPRAJNA. Jurnal 

Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Wisnuwardhana Malang ISSN: 1410-8771. Volume. 16, Nomor 2, hal 45-

59. Diakses pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 04.19 

Safrudin, Irfan. 2004. Etika Emansipatoris Jurgen Habermas: Etika Paradigmatik 

di Wilayah Praksis. Mediator Volume 5 Nomor 1. diakses pada tanggal 8 

Agustus 2019 pukul 04.47 

Simarmata, Rikardo. 2018. Pendekatan Positivistik Dalam Studi Hukum Adat. 

MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018, Halaman 465-

489. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 06.14 

Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau Ditinjau dari Diskursus Antara
Living
Law Theory dan Positivisme Hukum
MUHAMMAD RAVI, Dr. Sindung Tjahyadi
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



74 

 

 

Tari, Devi Wulan. 2015. Tinjauan Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Di 

Minangkabau (Studi Kasus Di Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan 

Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat). JOM Fakultas 

Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015. Diakses pada tanggal 26 

Februari 2019 pukul 23.05. 

Yarsina, Nova. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah 

Bersertifikat Di Kota Bukittinggi. Jurnal Cendekia Hukum: Volume 3, 

Nomor 2. Diakses pada tanggal 21 September 2019 pukul 06.09 

Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau Ditinjau dari Diskursus Antara
Living
Law Theory dan Positivisme Hukum
MUHAMMAD RAVI, Dr. Sindung Tjahyadi
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


